PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PEKERJAAN UMUM
JL. Jend. Gatot Subroto No. Il -5 PURWOKERTO 53116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 050/ 0024 /2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan

pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak

dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan

penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan
standar pelayanan publik

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud
huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik

dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas

Mengingat - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor $587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024
{(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023
Nomor 10) Tanggal 29 Desember 2023;

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023
Nomor 79) Tanggal 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Pelayanan pada (Dinas Pekerjgan Umum Kabupaten
Banyumas meliputi produk/jenis pelayanan :

1. Permohonan Garis Sempadan Saluran

2. Pelayanan Rekomtek Peil Banjir

3. 1zin Pemakean Aset Irigasi

4. Persetujuan Teknis Bangunan Gedung (PBG)

5. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)

6. Pemanfaatan Tanah Milik Jalan (RUMIJA)

7. Sewa Alat dan Uji Laboratorium Konstruksi

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU waijib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana
serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja
pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan
masyarakat dalam penyeienggaraan pelayanan publik.

Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat
keputusan ini dibebankan pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas.



KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan
seperiunya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM




A. STANDAR PELAYANAN

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten
Banyumas

Nomor : 050/ 0024 /2024
Tentang Penetapan Standar Pelayanan
Pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas

Tgl 02 Januari 2024

1. Permohonan Garis Sempadan Saluran:

A. Komponen Service Delivery

No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan 1. Surat Permohonan;
2. Sertifikat tanah;
3. Site Plan;
4. Gambar Penampang Saluran;
5. Surat Pernyataan Tidak berkeberatan;
2. | Sistem, a. Surat permohonan Rekomendasi dari
Mekanisme dan Kepala DPMPPTSP;
Pecaadise b. Disposisi ke Bidang SDAI;
¢. Survey Lapangan;
d. Pembuatan Konsep Rekomendasi;
e. Persetujuan Kabid SDAI;
f. Pengesahan Rekomendasi Kepala Dinas
dan dikirim ke DPMPPTSP
3. | Jangka Waktu 5 Hari
Pelayanan
Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. | Produk Pelayanan | Rekomendasi Teknis Garis Sempadan Saluran
Penanganan a. Langsung datang ke Dinas Pekerjaan
Pengaduan, Umum;
saran dan b. Nomor Telepon 0281 — 638027 (Kantor
masukan dinas PU Kab. Banyumas);
c. e-mail :
dpu@banyumaskab.go.id
B. Komponen Manufacturing
No. Komponen Uraian
1. Dasar Hukum 1. Undang Undang no 17 Tahun 2019 tentang
Sumber Daya Air;
2. Peraturan Menteri PUPR No. 08 / PRT / M




No.

Komponen

Uraian

/ 2015 tentang penetapan garis sempadan

jaringan irigasi.

3. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Detail tata
ruang kawasan perkotaan Purwokerto
Tahun 2019 - 2040;

2. | Sarana, Prasarana, | a. Sarana :
dan/atau fasilitas Meja, kursi, komputer, alat survey

lapangan, motor;

b. Prasarana :

Jaringan listrik, jaringan internet, Sistem
Informasi Daerah Irigasi;

3. | Kompetensi a. Minimal pendidikan SLTA

Relplosaia b. Memahami peraturan tentang Sumber Daya
Air;

c. Mampu mengoperasikan komputer;

4. | Pengawasan 1) Sekretaris Dinas;

Internal 2) Kepala Bidang SDAI;

3) Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;

5. | Jumlah Pelaksana |2 orang Pelaksana

6. | Jaminan Pelayanan | a. Kualitas pelayanan dan produk layanan

yang didukung oleh petugas yang kompeten
di bidang tugasnya dengan perilaku
layanan yang terampil, cepat, tepat dan
santun;

b. Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon
dengan menggunakan kartu antrian.

7. | Jaminan a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
Keamanan dan adanya data yang tersampaikan langsung
Keselamatan ke DPMPPTSP tanpa melalui pihak ketiga;
Pelayanan b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan

serta cap basah, sehingga dijamin
keasliannya;

c. Keselamatan dan kenyamanan dalam
pelayanan sangat diutamakan dan bebas
dari praktek percaloan, pungutan liar dan
suap.

8. | Evaluasi Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
Kinerja (SKM), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi
Pelaksana kinerja per bulan.




2) Pelayanan Rekomtek Peil Banjir;

A. Komponen Service Delivery

No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Surat Permohonan;
b. FC KTP;
c. FC Sertifikat Tanah;
d. Site Plan;
e. Gambar Arah aliran hujan;
f. Gambar Sumur Resapan;
g. Analisa Hidrologi untuk perumahan non
MBR
h. Surat Keterangan bebas banjir;
i. NIB OSS;
2. | Sistem, a. Surat permohonan Rekomendasi dari Kepala
Mekanisme dan DPMPPTSP;
Prosedur
b. Disposisi ke Bidang SDAI,
c¢. Pemaparan analisa Hidrologi,
d. Pembuatan Konsep Rekomendasi;
e. Persetujuan Kabid SDAI;
f. Pengesahan Rekomendasi Kepala Dinas dan
dikirim ke DPMPPTSP
3. | Jangka 5 Hari
Waktu Pelayanan
Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. | Produk Pelayanan | pepomendasi teknis Peil Banjir
Penanganan a. Langsung datang ke Dinas Pekerjaan
Pengaduan, Umum,;
saran dan b. Nomor Telepon 0281 — 638027 (Kantor dinas
masukan PU Kab. Banyumas);
c. e-mail : dpu@banyvumaskab.go.id




B. Komponen Manufacturing

No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 55 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan
Pembangunan perumahan bagi masyarakat
Berpenghasilan Rendah di Daerah;
2. Peraturan Menteri PUPR No. 12 / PRT / M / 2014
tentang  Penyelenggaraan  Sistem = drainase
Perkotaan.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pemanfaatan Air
hujan.
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun
2007 tentang Ketentuan teknis Pembuatan
Resapan Air Hujan;
2. | Sarana, a. Sarana :
Prasarana, Meja, kursi, komputer, alat survey lapangan,
dan/atau motor;
fasilitas b. Prasarana:
Jaringan listrik, jaringan internet, Sistem
Informasi Daerah Irigasi;
3. | Kompetensi a. Minimal pendidikan SLTA
Pelaksana b. Memahami peraturan tentang SDA,;
c. Mampu mengoperasikan komputer;
d. Mampu bekerja dalam tim;
e. Bersifat responsif, ramah dan komunikatif ;
f.  Mampu menilai keaslian dokumen.
4. | Pengawasan 1) Sekretaris Dinas;
Internal 2) Kepala Bidang SDAI;
3) Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;
S. [ Jumlah 2 orang
Pelaksana
6. |Jaminan a. Kualitas pelayanan dan produk layanan yang
Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten di bidang
tugasnya dengan perilaku layanan yang terampil,
cepat, tepat dan santun;
b. Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan
menggunakan kartu antrian.
7. | Jaminan a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya
Keamanan data yang tersampaikan langsung ke DPMPPTSP
L tanpa melalui pihak ketiga;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap




No. Komponen Uraian
basah, sehingga dijamin keasliannya;

c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan dan bebas dari praktek
percaloan, pungutan liar dan suap.

8. | Evaluasi Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),
Kinerja Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per
Pelaksana bulan.

3) Ijin Pemakaian Aset irigasi;

A. Komponen Service Delivery

No.| Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Surat Permohonan;
b. Gambar/Peta Situasi (berkala) disertai titik
koordinat;
c. Gambar/Detail Desain Konstruksi(sesuai jenis
pemanfaatan) terlampir;
d. Detail gambar Konstruksi;
e. Perhitungan Struktur;
f. Spesifikasi Teknis Bangunan Konstruksi;
g. Manual Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi;
h. Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan;
2. | Sistem, a. Surat permohonan rekomendasi dari Kepala
Mekanisme DPMPTSP;
dan Prosedur |b. Disposisi ke Bidang SDAI;
c. Survey lapangan;
d. Pembuatan Konsep Rekomendasi;
e. Persetujuan Kabid SDAI,
f. Pengesahan Rekomendasi Kepala Dinas dan
dikirim ke DPMPPTSP
3. | Jangka Waktu | 4 Hari
Pelayanan
4. | Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
Produk Rekomendasi Izin Pemanfaatan Aset Irigasi
Pelayanan
6. | Penanganan Langsung datang ke Dinas Pekerjaan Umum;
Pengaduan, b. Nomor Telepon 0281 — 638027 (Kantor dinas
saran dan PU Kab. Banyumas);
masulan c. e-mail : dpu@banyumaskab.go.id

B. Komponen Manufacturing




No.

Komponen

Uraian

1. | Dasar Hukum | 1. Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2006 tentang Jalan;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
08/PRT/M/2015 tentang Penetapan  Garis
Sempadan Jaringan Irigasi;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan
Status Daerah Irigasi;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
05/PRT/M/2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan
dan Perencanaan Teknis Jalan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 06
Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039
2. | Sarana, a. Sarana :
Prasarana, Meja, kursi, komputer, alat survey lapangan, motor.
dan/atau b. Prasarana:
fasilitas Jaringan listrik, jaringan internet, Aplikasi e-Paksi,
Peta Digital Jaringan irigasi;
3. | Kompetensi a. Minimal pendidikan SLTA;
Pelaksana b. Memahami mekanisme dan prosedur dalam hal
perizinan;
c. Memahami tentang Penetapan Garis Sempadan
Jaringan Irigasi;
d. Memahami tentang Kriteria dan Penetapan Status
Daerah Irigasi;
e. Memahami tentang Tata Cara Perizinan
Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan
Sumber Daya Air.
4. | Pengawasan 1) Sekretaris Dinas;
fntermal 2) Kepala Bidang SDAI,
3) Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;
S. [Jumlah 1 orang (Pengadministrasi Umum)

Pelaksana




No. Komponen Uraian

6. | Jaminan a. Kualitas pelayanan dan produk layanan yang
Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten di bidang

tugasnya dengan perilaku layanan yang terampil,
cepat, tepat dan santun;

7. | Jaminan a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya
Keamanan data yang tersampaikan langsung ke DPMPPTSP
dan tanpa melalui pihak ketiga;

Keselamatan b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap
Pelayanan basah, sehingga dijamin keasliannya;

c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan dan bebas dari praktek
percaloan, pungutan liar dan suap.

8. | Evaluasi Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),
Kinerja Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per
Pelaksana bulan.

4) Persetujuan Teknis Bangunan Gedung (PBG)

A. Komponen Service Delivery

No. Komponen Uraian

1. | Persyaratan a. Data Tanah;

b. Data Umum dan Ketentuan teknis;

2. | Sistem, a. Verifikasi Dokumen melalui aplikasi SIMBG;
Mekanisme b. Jika dokumen lengkap maka akan dibuatkan BA;
dan Prosedur |c. Perhitungan Retribusi PBG;

d. Pengesahan Rekomtek PBG beserta penetapan
retribusi PBG;

3. | Jangka Waktu 10 Hari jika dokumen lengkap. Maksimal 29 hari.
Pelayanan
Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. | Produk 1. Rekomtek PBG;

Pelayanan 2. Penetapan Retribusi PBG;

6. | Penanganan a. Langsung datang ke Dinas Pekerjaan Umum;
Pengaduan, b. Nomor Telepon 0281 - 638027 (Kantor dinas
saran dan PU Kab. Banyumas);
masukan c. e-mail : dpu@banyumaskab.go.id

B. Komponen Manufacturing




No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang Undang no 09 tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis
risiko;

Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021
tentang peraturan pelaksanaan undang-undang
nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan gedung,
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik;

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah
kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah.

Sarana,
Prasarana,
dan/atau

fasilitas

Sarana :
Meja, kursi, komputer, alat survey lapangan, motor.

Prasarana :
Jaringan listrik, jaringan internet, Aplikasi SIMBG;

Kompetensi
Pelaksana

d.

b.

&

Minimal pendidikan SLTA

Memahami peraturan Bangunan Gedung;

Mampu mengoperasikan komputer;

Pengawasan

Internal

)
2)
3)

Sekretaris Dinas;
Kepala Bidang Penataan Bangunan;
Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;

Jumlah
Pelaksana

2 orang pelaksana

Jaminan

Pelayanan

Kualitas pelayanan dan produk layanan yang
didukung oleh petugas yang kompeten di bidang
tugasnya dengan perilaku layanan yang terampil,
cepat, tepat dan santun;

Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan

menggunakan kartu antrian.

Jaminan

Keamanan

Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya

data yang tersampaikan langsung ke DPMPPTSP




5)

No. Komponen Uraian
dan tanpa melalui pihak ketiga;
Keselamatan b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap
Pelayanan basah, sehingga dijamin keasliannya;

c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan dan bebas dari praktek
percaloan, pungutan liar dan suap.

8. | Evaluasi Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),
Kinerja Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per
Pelaksana bulan.

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung

A. Komponen Service Delivery

No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Dokumen Permohonan Sertifikat Laik Fungsi;
b. Data Tanah;
c. Data Umum;
d. Ketentuan Teknis.
2. | Sistem, a. Pengajuan Permohonan SLF
Mekanisme b. Verifikasi kele_ngkapan dan kesesuaian dokumen
Standar Teknis;
dan Prosedur |c. Verifikasi lapangan hasil pemeriksaan kelaikan
fungsi;
d. Penyusunan Berita Acara Verifikasi Daftar Simak;
e. Rekomendasi penyesuaian/perbaikan bangunan;
f.  Pemutakhiran pendataan bangunan;
g. Penerbitan Surat Pemenuhan Standar Teknis
(Rekomendasi Teknis).
3. | Jangka Waktu | 2 Hari
Pelayanan
Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
Produk Rekomendasi Teknis
Pelayanan
6. | Penanganan a. Langsung datang ke Dinas Pekerjaan Umum;
Pengaduan, b. Nomor Telepon 0281 — 638027 (Kantor dinas
saran dan PU Kab. Banyumas);
masukan
c. e-mail : dpu@banyumaskab.go.id




B. Manufacturing

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah
kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sarana,
Prasarana,
dan/atau

fasilitas

Sarana :
Meja, kursi, komputer, alat survey lapangan, motor.

Prasarana :
Jaringan listrik, jaringan internet, Aplikasi SIMBG.

Kompetensi

Pelaksana

Minimal pendidikan SLTA

Memiliki kemampuan mengoperasikan
komputer/aplikasi

Memahami ketentuan Rekomendasi Teknis
Sertifikat Laik Fungsi

Pengawasan

Internal

1) Sekretaris Dinas;
2) Kepala Bidang Penataan Bangunan;
3) Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;

Jumlah
Pelaksana

1 orang (Pengadministrasi Umum)

Jaminan

Pelayanan

Kualitas pelayanan dan produk layanan yang
didukung oleh petugas yang kompeten di bidang
tugasnya dengan perilaku layanan yang terampil,
cepat, tepat dan santun;

Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan

menggunakan kartu antrian.




No. Komponen Uraian

7. | Jaminan a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya
Keamanan data yang tersampaikan langsung ke DPMPPTSP
dan tanpa melalui pihak ketiga;
Kesdlamatan b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap
Pelayanan basah, sehingga dijamin keasliannya;

c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan dan bebas dari praktek
percaloan, pungutan liar dan suap.

8. | Evaluasi Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),
Kinerja Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per
Pelaksana bulan.

5. Sewa Alat dan Uji Loboratorium Konstruksi

A. Komponen Service Delivery

No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan Surat Permohonan
Identitas Pemohon
2. | Sistem, a. Pengajuan permohonan sewa alat berat;
Mekanisme b. Disposisi Kepala Laboratorium Konstruksi dan
dan Prosedur Peralatan ke operator;
c¢. Survey lokasi;
d. Penyusunan dokumen penyewaan alat
e. Pembayaran sewa alat
f. Mobilisasi alat ke lokasi
g. Pengembalian alat dan penandatanganan Berita
Acara Pengembalian Alat
3. | Jangka Waktu | 3 Hari
Pelayanan
Biaya/Tarif Sesuai Peraturan yang berlaku
Produk Jasa Penyewaan Alat Berat
Pelayanan
6. | Penanganan a. Langsung datang ke Dinas Pekerjaan Umum;
Pengaduan, Nomor Telepon 0281 — 638027 (Kantor dinas
saran dan PU Kab. Banyumas);
masukan c. e-mail : dpu@banyvumaskab.go.id




B. Komponen Manufacturing

No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja DPU Kabupaten
Banyumas;
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi UPTD pada
DPU Kabupaten BAnyumas;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
2. Sarana, Sarana :
Prasarana, Meja, kursi, komputer, ATK, Alat berat, Safe
dan/atau Loader, Sepatu Safety, Helm proyek/rompi.
fasilitas Prasarana :
Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan.
3. | Kompetensi Minimal pendidikan SLTA
Pelaksana Memiliki kemampuan di bidang
pelaksanaan (operator)
Mengetahui Standar Mutu Pelaksanaan
Memiliki konsep dasar pengetahuan dan
pengoperasian peralatan
4. | Pengawasan 1) Sekretaris Dinas;
Thterngl 2) Kepala Laboratorium Konstruksi dan Peralatan.
5. | Jumlah 2 orang (Operator dan Asisten)
Pelaksana
6. Jaminan a. Kualitas pelayanan dan produk layanan yang
Pelayanan didukung oleh alat yang siap pakai dan petugas
yang kompeten di bidang
T Jaminan b. Surat perjanjian dibubuhi tanda tangan serta cap
Keamanan basah, sehingga dijamin keasliannya;
dan c.Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
Keselamatan sangat diutamakan dan bebas dari praktek
Pelayanan percaloan, pungutan liar dan suap.
8. | Evaluasi Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),
Kinerja Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per
Pelaksana bulan.




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR S0P

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI

DISAHKAN OLEH

AN

WAHXU KRISTOYO, ST., MSi.

%ﬂb 99002 1 002

PERMOHONAN PENYUSUNAN REKOMENDASI GARIS SEMPADAN SALURAN-(L88)—

DASAR HUKUM :

KUALIFIKSI PELAKSANA : | |

1. Peraturan Menteri Pekerjasn Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No,

1. Memahami ketentuan tentang Rekomendasi Tekmis Garis Sempadan saluran

|O8/PRT/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan jaringan irigasi
2. Undang Undang Repulik Indonesia No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

2. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer dan Aplikasi E - Paksi dan Peta digital irigai

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No
[4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2040

KETERKAITAN : PERLENGKAPAN / PERLENGKAPAN :
l. Masyarakat 1. Komputer

2. Aplikasi E - Paksi

3. Peta digital jaringan irigasi
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN |

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses lainnya

Disimpan sebaga: data elektronik dan manual
Dokumen Daftar Rekomendasi Garis Sempadan




PROSEDUR PENYUSUNAN REKOMENDASI GARIS SEMPADAN SALURAN (GS§)

“Pelaksana Wit Bk
- et Plsksana | KasiPemb.irigasi| KabidBDAIR | Kepala Dines Kelangkapan Wkt Output Humemgen
1|Menerima Gural psrmohonan relomendasi dar| Kepala
DPMPTSP CTD) [t permaonan, Sertiat T i
Sts Plan, Gambar Penampang Disposial Surat  [harus lengkap, ik
Sshran, Surst Pemystaan Tidak i
1 han clikembalikan ke
2| Olepols: ke Subkor Pembangunan EOA UniuK Sndsk ianjut { Y€+ Y <€
Disposisi Burat
3| Disposie ke Pelarsana Uniuk indak lanjut Survay lapangan [\j_"‘__ Surat Permohonan, Sertifikat Tanah,
Site Plan, Gambar Pensmpang Torgentung Kesiapan
Sskuran, Burst Pemyotasn Tidak f Hari  Laporan hes 8UVeY |0 pemohon
4| Pembuatan Konsep rekomendasi disampalkan ke Sublor Py S Yds
Pembangunan SDA ; than [0SR
No \;(‘I Rekomendasi
il'mumumwsmmmm /:‘\ Vds
Rakemandasi K 4 Konsep
No il AL 1M |Rekomendssi
B[ Fengesshan Rekomendes| olah Kepaia Dinas dan dikim ke
Kepala DPMPTSP No thai  |Rekomendasi GS8

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
ABUPATEN BANYUMAS

JAWAN WAHYU KRISTOYO, ST., M.SI.
NIP. 186871229 199002 1 002




NOMOR SOP el /00026 [202g

TANGGAL

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

PEMERINTAH KABUPA'TEN BANYUMAS

_NiP. 1mz

ANAN/REKOMENDASI TEKNIS PEIL
IR =/
DASAR HUKUM : N7
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 1. Memahami ketentudr féntang Kekomendasi Teknis Peil Banjir
Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah |2. Memahami tentang status dan ketentuan tentang garis sempadan
di Daerah

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air

Hujan
4, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2007 tentang Ketentuan Teknis Pembusatan

Peresapan Air Hujan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1, DPU Kabupaten Banyumas Bidang SDA & Irigasi l. Komputer
2. Pemohon selaku pengembang perumahan 2. Google Earth

3 Peta digital sungai dan saluran irigasi Kabupaten Banyumas

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan beresiko terhadap potensi banjir di kemudian | Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.
|huri.




PROSEDUR PENYUSUNAN REKOMENDASI PEIL BANJIR

Pelakaana Wutu Baku
o Kobid SOAR | Kepale Dinas Kelengkapan Wakby utput el
T[Wiaratima Bunt parmotionan rekemendssi den Kepai Sural Parmehanan, Fo. KTP, Fo. Sartiikat, 1% ian,
rm Gambar amah alivan alr hujan, Gombar slimir resapan, lo | Surat
Analisa Hidrologl untuk perumahan non MBR, Surat
n bebas banjir, NiB OES
2| Disposisl ke Bub Keordinator Fembangunan BOA untuk _(_; U nan, Fo. RTP, FE. m,
Gamber arsh aliran alr hujan, Gambar sumur resapan,
tindak lanjut { D | Analisa Hidrologl Lntuk peramahan non MBR, Suret Theri  [Disposial Surt
3| Oispavial ke Polaksana uniuk tindak lanjut pamaparan ‘aum Permohonan, Fo. KTP, Fo. Barifiket, Sl Fan,
|analien hidrolagl Gamber arsh alirn alr hujan, Gambar sumur resapan, Ouposiul Suret
Analiss Hidrofogl untuk perumahan nen MER, Suret
|katorungan bebas banjir, NIB 088
[ Famaparan anaijea hideologl \ |surat Permohonan, F¢. KTP, Fe. Gartifikat, Site Pian,
=fiEnn Gambar arsh alinn aif hujan, Gamber oumur resapan, ! Tergantung keslapan
< - Analisa Hidrologl urtuk perumanan nen MBR, Surat that  {Persetiuan Rekomandaet | pemohen
A katarangan bebas banjir, NIB 0S8
5| Pembunian Konsep rekemandas disampalkar ke Sub \L\ v Surat Permahonan, Fo. KTP, Fo. Serifiket, Sie Fian,
Koordinster Pambangunan SDA & & Gamber arah alirn ait hujan, Gambar sumar resapan, | oy Lo
. Analisa Hidrokog| untuk perumahan non MBR, Surat endasl
katerangan bebas banjir, NIB 0S8
[ Wisminia parsetujuan Kabid BOAI tarhadup konsap \ Surat Farmohanan, Fo. KTP, Fo. Sartifikat, it Pian,
|Rekomendas - Yps Gambar argh aliran alr hujan, Gambar sumur resapan, 1 hart Reko
. Analiss Hidralegl untuk perumahan non MBR, Sural erwp
caterangan bebay banjir, NIB 088 _
G Mnmummulmwﬁﬁpmnm | : Permohanan, Fo, KT, Hian,
Kepala DPFMPTEP Gambar arah aliran air hijan, resagan,
- No s e (WAS Sanmaben e MR ot | | YD P Ao Revg




NOMOR SQP L 610/ 00026 /2,09_4’,

TOL. PEMBUATAN i
TaL. REVISI ;
TaL. EFEKTF t
3] iR e DISAHKAN OLEH (EPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM
JI. Jend, Gatot Soebroto.}il-5 Purwokerio Kode Pos 53115
Telp. (0281) 637038 Faksimile 638037
BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI
NAMA SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKAS! PELAKSANA ;

1. Undang-Undang Republik indonesia No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah Republfik indonesia No,34 Tahun 2008 Tentang Jalan

3. Peraturan Menterl Pekerjaan Umum dan Perumahan Rekyat Republik Indonesia Nomor : 08/PRTIM/2015
tentang Penetapan Garis Bempadan Jaringan Irigasi

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor ; 14/PRT/IM/2018
tentang Kriterla dan Penetapan Status Daerah Irigasi

S, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PRT/M/2023
tentang Persyaratan Teknig Jalan dan Parencanaan Teknis Jalan

8. Peraturan Daerah Kabupeten Banyumas No,08 Tahun 2019 tentang Rencana Detall Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Purwakerto Tahun 2019 - 2039

1. Memahami mekanisme dan prosedur dalem hal perizinan

2. Memahami tentang Penetapan Garls Sempadan Jaringan Irigasi

3, Memahami tentang kritaria dan Penetapan Status Daerah Irigasl

4. Memahami tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN ;
1. Masyarakat 1. Komputer/Laptop
2, SKPD terkait 2. Bistem informasl Dasrah Irigasi
3, Alat Ukur
4. ATK
PERINGATAN ; PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pemanfaatan Asst Irigasi harus sesual dengan ketentuan yang ada

1. Hasil SOP ini dicatat dan didata sesual dengan ketenfuan




PROSEDUR
PENYUSUNAN REKOMENDASI I1ZIN PEMANFAATAN ASET IRIGASI

Keglatan

Pslaksana

Mutu Baku

Pelaksana

Subkor,
Pemb, Irigasi

Kabid S8DA IR

Kepala Dinas

Kelengkapan

Menerima Surat
rakomentiasi darj Kepala DFMPTEP

&D

Surad Parmohonan 7). Gamber/Peta Situss: (berakaie) disertal titik
Koordinat *), Gamban/Detall Desaln Korstruksi (sesusl jenis
psmanfaatan) (terlampir) - (1) Detal Gambar Konstruksi *); (2)
Perhitungan Birukir *), Bpasifikasi Teknle Bangunan Konstruksl
*), Manual Operasi dan Pemeliharaan Konstruls! *), Metodologi
Polaksansan Pekerjaan *)

|Dbpo|hi ke iKasi Pembangunan
Irigasl untuk tindak tanjut

Surs! Parmohonan *), Gambar/Peta Situsel (berskale) disertal tiik
koordinat *), Gamber/Detall Desaln Konatruksi (sesual jenis
pemanfaatan) (tsrlempir) . (1) Detail Gambar Konetruksi *); (2)
Parhitungan Struktur *), Spesifikasi Teknis Bangunan Konstruks|
*), Manual Operas| dan Pamsliharaan Konstruksi *), Metodologi
Pelaksanaan Pekonaan *)

1 Hari

| Disposis! Surat

Disposiei ke Pelakssna untuk tindak
[ianjut Burvey lapangan

1 Han

Laporan hasi| survey

Pembuatan Konsep rakomendasi
|disampaiken ke Subkor.
Pambangunan Irigasl

No

()<
\%

Surst Permohenan *), Gambar/Peta Situasi (beraais) disertal titik
koordinat *), Gamber/Detall Desaln Konstruks! (sesual jenis
pemanfaaten) (terlampir) : (1) Detail Gambar Konstruks! *); (2)
Parhitungan Birukiur *), Gpesifikasi Teknis Bangunan Konstrukel
*), Manual Opersel dan Pemeliharsan Konsiruksi *), Metedologi
Palaksanasn Pekerjaan *)

1 Hari

Rekomendas)

Memints persstijuan Kabid SDA IR
terhidap konssp Rekomendaes!

No

Surel Permononan =), Gembar/Peta Gituasi (berakais) divertal itk
koardinat *), Gamber/Detail Desaln Konstruks| (sesual jens
permanfaatan) (terlampir} : (1) Detail Gambar Konatrukel *); (2)
Parhitungan Struktur %), Spesiikasi Teknis Bangunan Kenstruksl
*}, Manual Operaai den Pamaliharsan Konstruksl *), Metodalogl
Pelaksangan Pekerjasn *)

Pengesehan Rekomarkias! olah
Kepala Dinas dan diknm ke Kepsia
DPMPTSP

No

Sural Permohonan *), Gambar/F eta Gitussi (Derakaie) disertal titk|
koordinat *), Gambar/Detall Desain Koratruks! (sestal jenis
pemanfaatan) (terlampir) : (1) Detail Gembar Konatruks| *); (2)
Perhdungan Sfrukiur *}, Spewfikasi Teknis Bangunan Korstrukel
*), Manual Operasi den Pemeliharaan Konsiruksi *), Metodalogl
Pelaksanaan Pakerjaan *)

Rekomendas|

Rekormendas| lzin

Pomanfaatan Aset




NOMOR plb/ 00707 Z0v7
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
DISAHKEAN OLEH SEKRETARIS DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
WAHYU BUDI SAPTONO
- PELAYANAN REKOMENDASI TEKNIS PERSETUJUAN
NAMA soP BANGUNAN GEDUNG
g KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan U

ndang-Und:
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung = o

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan
Deaerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

1. Mempunyai kemampuan mengoperasionalkan komputer/aplikasi SIMBG

2 Mcma}nnu ketentuan tentang Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung

-
LS <
E =1

Perangkat Daerah
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGEAPAN :
1, Komputer
2. Aplikasi SIMBG
HPIRIHGA‘I‘A! $ PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.




PELAYANAN REKOMENDASI TEKNIS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Keglatan

Pelaksana

Mutu Baku

Pemohon

DPMPTSP

DPU/TIM TEKNIS

Waktu (Harl Kerja)

Output

Kalengkagan
6

2

7

DPU/Tim Teknis (Operator) melakukan verifikasi
atas dokumen Standar Teknis melalui SIMBG
(online).

_Eﬁ.l?ﬂm teknis fT_PAﬁFT}_melakukan verifikasl |

standar Teknis, kemudian apabila :

1. Jika hasll verifikasi dinyatakan lengkap, maka
DPU menerbitkan Berita Acara Verifikasi
Persetujuan Bangunan Gedung.

2. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap,
maka DPU mengembalian dokumen kepada

DPU menghentikan proses Persetujan
Bangunan Gedung apabila pemohon tidak
melengkapi Standar Teknis Persetujuan
Bangunan Gedung, kemudian sistem akan
mencatat bahwa tracking permohonan
Persetujuan Bangunan Gedung berhenti

{DPU/Tim Teknis/Pengawas menghitung

penetapan retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung dan dituangkan dalam Berita Acara
Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung

Kepala DPU menetapan besaran Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung dan Surat

Pemenuhan Standar Teknis (Rekomendasi
Teknis)

|pemohon untukdilengkapl. |

Data Tanah, Data Umum dan
Ketentuan Teknis

5 hari

~ |Berita Acara Verifikasi
Persetujuan Bangunan Gedung

yang dilakukan Operator
DPU/Tim Teknis

|Berita Acara Verifikasi
Persetujuan Bangunan Gedung

Perhitungan Teknis Retribusi

Cfaher

20 hari

Hasil verifikasi dokumen
Standar Teknls

|Berita Acara Verifikasi X
Persetujuan Bangunan
Gedung

[Perhitungan Teknis Retribus |
Persetujuan Bangunan
Gedung

1. Penetapan Retribusi
2. Rekomendasi Teknis

|7 pembina Tingkat |
WIp19671229 195002 1 002

AS PEKERJAAN UMUM

/::.:’.‘:;\.:; ’ Xk y"'.“ : '.
ﬁ_ T EABUPRTEN BANYUMAS

=
D\ss‘:

N gimu KRISTOYO, 5T. M.Si.



2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedungelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tehun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 3018 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun |1. Mempunyai kemampu

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan

OMOR BOP LI/ 003V 7 ZoTY -
TANGGAL PEMBUATAN £ y
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH
WAHYU BUDI SAPTONO
PELAYANAN REKOMENDAS! TEKNIS PERSETUJUAN
NAMA SOP BANGUNAN GEDUNG EXISTING
|DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
an mengoperasionalkan komputer/aplikasi

2. Memahami ketentuan tentang Rekomendasi Teknis Sertifikat Laik Fungsi

3. Memahami ketentuan tentang Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung
Existing

2 SOP Sertifikat Laik Fungsi

Perangkat Daerah
KETERKAITAN @ PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP Rekomendasi Teknis Sertifikat Laik Fungsi 1. Komputer
2. Printer

3. Aplikasi SIMBG

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.




PELAYANAN REKOMENDASI TEKNIS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG EXISTING

Kegiatan

Mutu Baku

Pemohon

DPU/TIM TEKNIS

Kelengkapan

Waktu
(Hari Kerja)

Output

Keterangan

3

7

Wpemohon mengajukan permohonan SLF

-

Dokumen permohanan SLF

Sesuai jadwal
pemohon

Dokumen permohonan SLF

DPU/Tim Teknis (Operator) melakukan verifikasi
atas dokumen Standar Teknis melalui SIMBG
W(milne], kemudian apabila :

1. Jika hasll verifikasi dinyatakan lengkap, maka
dilanjutkan verifikasi kesesusian dokumen
Standar Teknis.

2. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap,
|maka DPU mengembalikan dokumen Standar
Teknis kepada pemohon untuk dilengkapi,

gi-‘

DPU (TPA/TPT) melakukan verifikasi kesesuaian
dokumen Standar Teknis, kemudian apabila :
1, Hasi! verifikasi sesuai, maka DPU melakukan
verifikasi lapangan.
2, Hasli verifikas| tidak sesual, maka DPU
mengembalikan dokumen Standar Teknis
kepada pemaohon.

DPU (TPA/TPT) melakukan verifikasi lapangan
hasil pemeriksaan kelaikan fungsi, kemudian
apabila :

1. Hasll verifikasl benar, maka DPU
mengesahkan Daftar Standar Teknis.

2. Hasil verifikas| tidak benar, maka DPU
1mehkukan konfirmas| kepada pelaksana
pemeriksaan kelaikan fungsl atau meminta
pertimbangan teknis dari TPA/TPT.

Langkap

Sasual

Data Tanah, Data Umum dan
Ketentuan Teknis

Hasil verifikasi kelengkapan
dokumen Standar Teknis

" Hasl verifikas| kesesuaian

dokumen Standar Teknis

2 hari

Hasll verifikasi kelengkapan
dokumen Standar Teknis

| Hasil ;eﬁlléii kesesualan

dokumen Standar Teknis

| Hasil verifikasi lapangan

Untuk tahap
ke3sd9
batas waktu
yang
dibutuhkan
adalah 5 hari
kerja




1 B8 S 8 B N [ ey 6 SRR (S 8 b 9
"5 |DPU (Pengawas) memasukkan Berita Acara | ik ) i g Hasil verifikasi [apangan - 1=
Verifikasi Daftar Simak. Tk =5
fanar
6 |DPU melakukan konfirmas! kepada pelaksana | G | ::._' Hasil verifikasi lapangan o Hasil konfirmasi | )
Jpemefiksann kelaikan fungsl atau meminta
pertimbangan teknis dari TPA/TPT, kemudian
apabila : ~
1. Hasil konfirmasi laik fungsi, maka DPU
Jmmgulhkan Daftar Standar Teknls.
2. Hasll konfirmasi tidak laik fungsl, maka DPU
memberikan rekomendasi penyesuaian/ b
perbaikan bangunan. Tt
5 |DPU memberikan rekomendasi penvesvalan/ | | T 3 " Hasil konfirmasl o " Rekomendasi |
perbalkan bangunan penyesuaian/perbaikan
bangunan
8 [DPU melakukan pemutakhiran pendataan | o 1 L T "1, Rekomendas! o ‘Hasil pemutakhiran |
bangunan enyesuaian/perbalkan bangunan pendataan
“— 2. pokumen pengesahan Daftar
Standar Teknis
9 |Kepala DPU menerbitkan Surat Pemenuhan | - F ~ | Hasil pemutakhiran pendataan ' " Rekomendasi Teknis |
Standar Teknls (Rekomendasi Teknis).
10 |Setelah SLF terbit, pemohon mengajukan 3 Dokumen permohonan PBG- Sesual jadwal
permohonan PBG Existing dengan melampirkan Existing dan SLF pemohon
SLF.
fl




11

DPU/Tim Teknis (Operator) melakukan verifikasi
atas dokumen Standar Teknis melalui SIMBG

Data Tanah, Data Umum dan
Ketentuan Teknis dan SLF

(online).

S harl

Hasil verifikasi dokumen FO

Standar Teknis

12

13

__|pemohon untuk dilengkapi.

DPU/Tim teknis (TPA/TPT) melakukan verifikas|
Standar Teknis, kemudian apabila :

1. Jika hasil verifikasi dinyatakan lengkap, maks
DPU menerbitkan Berita Acara Verifikas
Persetujuan Bangunan Gedung.

2. Jika hasll verifikasi dinyatakan tidak lengkap,
maka DPU mengembalian dokumen kepada

DPU menghentikan proses Persetujan Bangunan|
Gedung apabila pemohon tidak melengkapl
Standar Teknis Persetujuan Bangunan Gedung,
kemudian sistem akan mencatat bahwa tracking
|permohonan Persetujuan Bangunan Gedung
berhentl.

14

[ 15

DPU/Tim Teknis/Pengawas menghitung
|penetapan retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung dan dituangkan dalam Berita Acara
Perhitungan Retribus| Persetujuan Bangunan
Gedung
Kepala DPU menetapan besaran Retribusl
|Persetujuan Bangunan Gedung dan Surat
Pemenuhan Standar Teknis (Rekomendasi

Teknis)

Berita Acara Verifikasi
Persetujuan Bangunan Gedung
yang dilakukan Operator DPU/Tim
Teknis

|Berita Acara Verifikasi
Persetujuan Bangunan Gedung

3 ~ |Perhitunga n_TeEHIs_He_tFib;ﬁsi_

20 hari

1 hari

|1 hari

2_ hari _

|Perhitungan Teknis Retribusi

RS Penetaban Retribusi

Berita Acara Verifikasl
Persatujuan Bangunan
Gedung

Persetujuan Bangunan
Gedung

2. Rekomendasi Teknis

S — T &

PEKER/AAN UMUM
TEN BANYUMAS

Pembina Tingkat |
, 19671229 199002 1002

N WAHYU KRISTOYO, ST, M.Si.




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 80O

TANGGAL PEMBUATAN

6o, 06287 75’2117

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA BOP

DABSAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedungelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik,

4, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

1. Mempunyai kemampuan mengoperasionalkan komputer/aplikasi

2. Memahami ketentuan tentang Rekomendasi Teknis Sertifikat Laik Fungsi

Perangkat Dacrah

3. Aplikasi SIMBG

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 BOP Persetujuan Bangunan Gedung 1. Komputer
2. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.




PELAYANAN REKOMENDASI TEKNIS SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Palaksana

Mutu Baku

Keglatan

Pemohon

DPMPTSP

DPU/TIM TEKNIS

Kelengkapan

Waktu
{Hari Kerja)

Output

Keterangan
9

4

7

Pemohon mengajukan permohonan SLF

Dokumen permohonan SLF

Sesuai jadwal
pemohon

Dokumen permohanan SLF

DPU/Tim Teknis (Operator) melakukan verifikasl
ates dokumen Standar Teknis melalul SIMBG
(online), kemudlan apabila :

1, Jika hasil verifikasi dinyatakan lengkap, maka
dilanjutkan verifikasi kesesuaian dokumen
Standar Teknis,

2. Jika hasll verifikasi dinyatakan tidak lengkap,
maka DPU mengembalikan dokumen Standar
Teknls kepada pemohon untuk dilengkapi.

dokumen Standar Teknis, kemudian apabila :
1. Hasil verifikasi sesual, maka DPU melakukan
verifikasi lapangan.

2. Hasil verifikas! tidak sesual, maka DPU
mengemballkan dokumen Standar Teknis
kepada pemohon.

DPU (TPA/TPT) melakukan verifikasi lapamn_—
hasil pemeriksaan kelaikan fungsi, kemudian
|apabila :

1. Hasll verifikasi benar, maka DPU
mengesahkan Daftar Standar Teknis.

2. Hasil verifikasi tidak benar, maka DPU
melakukan konfirmasi kepada pelaksana
|pemeriksaan kelaikan fungsi atau meminta

_|pertimbangan teknis dari TPA/TPT.

DPU {TPNTFT) melakukan verifikasi kesesuaian |

ii

Tk Lenghap

Data Tanah, Data Umum dan
Ketentuan Teknis

2 hari

Hasil verifikast kelengkapan
dokumen Standar Teknis

" Hasil verifikasi kesesuéi_én_

dokumen Standar Teknls

| ;i-asﬂ verifikasi ites_esualln

| Hasll verifikasi lapangan

Hasil verifikasi kelengkapan
dokumen Standar Teknis

dokumen Standar Teknis

Untuk tahap
k#3s5d9
batas waktu
yang
dibutuhkan
‘adalah 5 hari
kerja




" |DPU (Pengawas) memasukkan Berita Acara

~ |DPU melakukan konfirmasi I'&;B;dl_ﬁ;lgk;ini

Verifikasi Daftar Simak.

pemeriksaan kelaikan fungsi atau meminta
pertimbangan teknis dari TPA/TPT, kemudian
apabila :

1. Hasil konfirmasl laik fungsi, maka DPU
mengesahkan Daftar Standar Teknis.

2. Hasll konfirmasi tidak laik fungsi, maka DPU
memberikan rekomendasi penyesuaian/
perbaikan bangunan,

* |oPU memberikan rekomendasi f ;Séﬁyesual-éﬁ? T

perbaikan bangunan

|ppPU mlakuk_a}!"ﬁéinutslt_hi’r_aﬁ_peﬁdamﬁ ]
bangunan

Kepala DPU menarbitkan Surat | pemenuhan
standar Teknis (Rekomendasi Teknis)

Tk
Benar

[~ Hasil verifikasi lapangan

Hasil verifikasi lapangan |

Hasil I:onﬂrm_asi

1. Rekomendasl
nyesuaian/perbaikan bangunan
2. Dokumen pengesahan Daftar

Standar Teknis

Hasil pemutakhiran Eén&au; 1

Hasil konfirmasi

~ Rekomendasi -
penyesualan/perbalkan
bangunan

~ Hasll péniutalthiun_
pendataan

" Rekomendasi Teknis




SOP LABORATORIUM KONSTRUKS| DAN PERALATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR SOP 60/ ()02§ /2024

LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN PERALATAN TANGGAL PEMBUATAN :
Jalan Sultan Agung Karangnanas Sokaraja (0281) 8577697 TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH ,%LAPINAS PEKERJAAN UMUM

/
77
BNA! YU KRISTOYO, 8T,, M.Si.
S AREP 19671220 199002 1 002
NAMA SOP eminjaman’ Sewa Alat Berat

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

 Peraturan Bupati Banyurnas Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, S8usunan
Organisasl, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPU Kabupaten Banyumas

. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
UPTD pada DPU Kabupaten Banyumas

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke

- Tiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011Tentang
Retribusi Jasa Usaha

1, Memiliki kemampuan dibidang pelaksanaan (operator)

2, Mengetahul Standar Mutu Pelaksanaan

3, Memiliki pendidikan minimal SLTA/ Berpengalaman

4, Memiliki konsep dasar pengetahuan dan pengoperasian peralatan

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN
. SOP Peminjaman/ Sewa Alal Berat 1. Alat berat yang di sewa 5 Sepatu Safety
2, Safeloader 6 Helm Proyek/ Rompi
PERINGATAN ! PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan Retribusi tidak akan maksimal, dan terjadi kerugian
negara

1, Disimpan sebagai dokumen riwayat Peminjaman/ Sewa




. “Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Operator/
Ka, Unit Petugas Mekanlk Operator Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Survei
1 2 3 4 ] 8 7 8 ] 10
1 |Surat Permohonan dari peminjam CD Burat Permohonan
2 |Ka. Labkon Disposisl Ke Oparator \ Disposisi Surat 30 mnt Surat Tugas
Dokumentasi Awal, Lokasi
3 |Operator/ Pelugas lapangan survei Lokasi Kendaraan, Kamera 1 Harl Bukan untuk
penambangan

Dari Survel ada Permohonan yang ditolak

dan yang diterima (Apabila ditolak diberikan Surat Penjelasan -
9 penjelasan mengenai penclakan Penolakan Ridmn Laporsn hasil Survel

peminjaman/ sewa tersebut) TIDAK

Apabila permohonan diterima maka disiapkan ! Admpnlsirasi dan )
5 [Adminisiras! / Dokumen sewa afat serta Perjanjian Sewa 30 Menit Laporan hasil Survei

penandatangan dokumen menyswa

Pembayaran sewa sessuai Parda Nomor 3 ; :
6 Tahun 2020 / Kwitansi 30 Menit Mendapatkan Retrisbusi

. Alat sampai lokas|
7 |Mobilisasi Alat Safeloader 30 Menit Pekerjaan
SESUAI Safeloader dan Alat sampai Ke Labkon
7 g::zfgﬂ:!:::;n;? penandatanganan ( ) Domuken 30 mnt untuk perawatan setelah
g Pengembalian Alat dipakai
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